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No. Halaman Yang tertulis di naskah Proof Koreksi Editor

1. 15 Faktor nilai akan membentuk pemahaman dan sikap Faktor nilai akan membentuk pemahaman dan sikap
penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya
menegakkan hukum pidana, baik mengenai bagaimana menegakkan hukum pidana, baik mengenai bagaimana
suatu system hukum itu seharusnya bekeja (law in suatu system hukum itu seharusnya bekeja (law in
books) maupun tentang bagaimana system hukum itu books) maupun tentang bagaimana system hukum itu
bekerja dalam kenyataan (law in action) bekerja dalam kenyataan (law in action)

2. - Hokum Hukum

3 - Hal pada footnote hlm

4. 28 Berbicara mengenai kebijakan penanggulangan Berbicara mengenai kebijakan penanggulangan
kejahatan artinya akan berbicara mengenai kebijakan kejahatan artinya akan berbicara mengenai kebijakan
criminal ( criminal policy) dan kebijakan sosial (social criminal ( criminal policy) dan kebijakan sosial (social
policy) policy)

5. 36 Tabel 3.2. Tabel 3.2. Keppres Bermasalah Priode Tahun 1993-1998

Sumber (belum dicantumkan)

6. 42 Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya | Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya
hukum masyarakat (legal culture reform) dan | hukum masyarakat (legal culture reform) dan
pembaharuan struktur hukum (legal structure reform) pembaharuan struktur hukum (legal structure reform)

7. 56 Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk | Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk
diberlakukan dinegara lain maka dap}at dipandang | diberlakukan dinegara lain maka dap}at dipandang
dengan jelas sebagai lambing atau symbol dari | dengan jelas sebagai lambang atau symbol dari
penjajajhan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. | penjajajhan oleh negara yang membuat KUHP tersebut.

8 123 Hukum negara adalah hukum yang sangat dominan lalu | Hukum negara merupakan hukum yang paling dominan
hukum yang snagat dominan tersebut banyak dibuat | pada saat ini, namun hukum tersebut masih mayoritas
pada zaman colonial Belanda yang sekarang sudah tidak | amsih merupakan produk hukum colonial Belanda, yang
cocok dnegan keadaan. tentunya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi

masyarakat saat ini.

9 125 Saat ini kejahatan dapat dilihat dalam konteks yang lebih | Saat ini kejahatan harus dilihat dalam konteks yang




luas .baik dari segi bentuknya maupun dari segi
pelakunya

lebih luas .baik dariaspek bentuknya maupun dari
aspek pelakunya

10

127

Diagram belum diberkan keterangan, penulisan format
diagram masih ada yang kurang tepat

Diagram 1 tahapan pelaksanaan politik hukum pidana

11

138

Strict liability adalh pertanggungjawaban pidana tanpa
kesalahan ( liability without fault)

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa
kesalahan ( liability without fault)

12

152

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban
pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang
menganut common law system pada prinsipnya tidak
memiliki perbedaan yang fundamental dengan civil law
system.

Dalam pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum
pidana negara-negara yang menganut common law
system pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang
fundamental dengan civi/ law system..

13

158

Pertanggngjawaban pidana berdasarkan kesalahan
terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya
bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas
oleh undng-undang.

Pertanggngjawaban pidana berdasarkan kesalahan
terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya
bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas
oleh undng-undang

14.

160

Teori identifikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah
salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban
korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan
bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga
merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi the
acts and state of mind of the person are the acts and state
of mind of the corporation)

Teori identifikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah
salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban
korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan
bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga
merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi (the
acts and state of mind of the person are the acts and
state of mind of the corporation)

15.

161

Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam
suatu masyarakat mengenai apa yang baik , apa yang
tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta
apa yang diperbolehkan atau yang dilarang

Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam
suatu masyarakat mengenai apa yang baik , apa yang
tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta
apa yang diperbolehkan atau yang dilarang.

16.

164

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa
system hukum pidana merupakan suatu kesatuan system
yang bertujuan (purposive system atau leleolog cal
system)

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa
system hukum pidana merupakan suatu kesatuan system
yang bertujuan (purposive system atau leleolog cal
system)
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